PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF
KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN
FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DALAM NEGERI PADA

Menimbang

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa terdapat kebutuhan mendesak berupa arahan
Presiden Republik Indonesia untuk dilakukan hilirisasi
sektor mineral dan batubara di dalam negeri untuk
menumbuhkan nilai tambah produk dan industri
domestik serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia pada laporan keuangan pemerintah
pusat tahun 2023 agar dilakukan perbaikan tata kelola
pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral
logam dalam negeri pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, perlu dilakukan pengaturan mengenai jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
kebutuhan mendesak berupa denda administratif
keterlambatan dan jaminan kesungguhan Pembangunan
Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda
Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan
Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam
Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral,



Mengingat

Menetapkan

-0

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6584);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF
KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN
PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM
DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan
mendesak yang berlaku pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral berupa:

a. denda administratif keterlambatan pembangunan
fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri; dan

b. jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas
pemurnian mineral logam dalam negeri.

(2) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan
menggunakan formula.

(3) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima
persen) dari volume produk pertambangan yang telah
dijual ke luar negeri dikalikan Harga Patokan Ekspor.

Pasal 2
(1) Formula untuk menghitung denda administratif
keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral
logam dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a sebagai berikut:
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Denda = (90% - (A — B)/90%) x 20% x C
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. A merupakan persentase capaian kumulatif
kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian
sesuai hasil verifikasi oleh verifikator independen
pada periode evaluasi;

b. B merupakan total bobot persentase atas kegiatan
pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil
verifikasi oleh verifikator independen pada periode
evaluasi; dan

c. C merupakan nilai kumulatif penjualan mineral
logam ke luar negeri selama periode pembangunan
fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh
verifikator independen.

Pasal 3
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda
administratif keterlambatan dan jaminan kesungguhan
pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib
disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<¢Kumnm PASTI

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 45
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